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Penelitian ini dilatarbelakangi karena penyaluran program bantuan pangan
nontunai di desa Pojok masih berjalan kurang maksimal. Masih ada beberapa
warga yang mampu namun tetap memperoleh bantuan. Sehingga tidak sesuai
dengan Peeraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran
Program Bantuan Pangan Nontunai(BPNT).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun
2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 2) Bagaimana penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam. 3) Bagaimana kendala
dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Penyaluran Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun
2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 2) Untuk mengetahui
bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa
Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum
Islam. 3) Untuk mengetahui Bagaimana kendala dan apa solusi dari kendala
dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, display
(penyajian data), penarikan kesimpulan dan verivikasi. Dalam pengecekan
keabsahan, peneliti menggunakan metode, ketekunan pengamatan, dan triangulasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan program Bantuan
Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok masih belum memenuhi syarat — syarat



dalam memenuhi komponen yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri
Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yaitu
masih belum tersedianya e-warong tempat menyalurkan bantuan di Desa Pojok
sehingga penerima bantuan mengambil/membelikan bantuan di e-warong yang
berada di Desa Kepuhrejo yang jaraknya cukup jauh. 2) Kendala yang muncul di
lapangan terkait data penerima BPNT yaitu terkait pemerataan program, yakni ada
yang masih belum sejahtera namun tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang
cukup sejahtera mendapatkan bantuan. 3) Penyaluran BPNT sudah sesuai dengan
konsep figih siyasah dusturiyyah dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan
tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai semata-mata untuk kemaslahatan
masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat, untuk sedikit mengurangi
pengeluaran rumah tangga. 4) Berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat
diketahui bahwa kepemimpinan harus mengedepankan asas persamaan dan
keadilan rakyat di mata hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas praktik
kegiatan penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok tidak sesuai
dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan prinsip (asas) keadilan. Dimana
masih adanya masyarakat yang tergolong mampu namum malah mendapatkan
bantuan.
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this research was based on the fact that the distribution of non-cash food
aid programs in Pojok village is still running less than optimal. There are still
some wealthy people but still get the aid. So it is not in accordance with the
Regulation of the Minister of Social Affairs number 20 of 2019 concerning the
Distribution of the Non-Cash Food Aid Program (BPNT).

This research focused on: 1) How is the distribution of Non-Cash Food
Aid (BPNT) in Pojok Village, Ngantru, Tulungagung in the perspective of
Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019 concerning the Distribution
of Non-Cash Food Aid. 2) How is the distribution of Non-Cash Food Aid (BPNT)
in Pojok Village, Ngantru, Tulungagung in the perspective of Islamic Law. 3)
What are the obstacles and what are the solutions to the issues happened in the
process of distributing BPNT in Pojok Village, Ngantru, Tulungagung.

The objectives of this research are: 1) To find out how the Non-Cash Food
Aid (BPNT) is distributed in Pojok Village, Ngantru, Tulungagung in the
perspective of Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019 concerning
the Distribution of Non-Cash Food Aid. 2) To find out how the Non-Cash Food
Aid (BPNT) is distributed in Pojok Village, Ngantru, Tulungagung in the
perspective of Islamic Law. 3) To find out the obstacles and what are the solutions
to the issues happened in the process of distributing BPNT in Pojok Village,
Ngantru, Tulungagung

The research method used in this research is qualitative research method
with the empirical juridical approach. Data collection techniques used in this
research were observation, interviews, and documentation. While the data analysis
technique used were data reduction, data display, drawing conclusions and
verification. To check the validity, the researcher used 2 method, persistence of
observation, and triangulation.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Non-
Cash Food Aid (BPNT) program in Pojok Village still does not meet the
requirements to fulfill the components specified in the Minister of Social Affairs
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Regulation No. 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Aid,
namely the unavailability of e-warong. a place to distribute aid in Pojok Village
so that recipients of aid take it at an e-warong located in Kepuhrejo Village which
is quite far away. 2) Obstacles that occur in the field related to data on BPNT
recipients are related to program distribution, namely there are those who are still
not prosperous enough but do not receive aid, while those who are quite
prosperous receive it. 3) The distribution of BPNT is in accordance with the
concept of figh siyasah dusturiyyah in this case the government makes a policy
regarding the distribution of Non-Cash Food Aid solely for the benefit of the
community in this case the Beneficiary Families, to slightly reduce household
expenses. 4) Based on the letter An-Nisa verse 58 above, it can be seen that the
leadership must prioritize the principles of equality and justice of the people in the
eyes of the law. Therefore, based on the description above, the practice of
distributing the Non-Cash Food Aid program in Pojok village is not in accordance
with Islamic law because it is not in accordance with the principle of justice.
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